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RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL 
DAN BATUBARA TERKAIT KEWAJIBAN MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI 

DALAM NEGERI 
 
 

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), PT. Harapan Utama Andalan 

dan PT. Pelayaran Ivanajasa, Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri, PT. Lanang Bersatu, PT. 

Tanjung Berani, PT. Labai Tehknik Metal, PT. Pundi Bhakti Khatulistiwa, PT. Lobunta Kencana Raya 

dan PT. Patriot Cinta Nusantara yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Refly Harun, S.H; 

M.H., LL.M; Maheswara Prambandono, S.H; dan Ahmad Irawan, S.H; Advokat/Konsultan Hukum 

Tata Negara pada Kantor Hukum  Harpa Law Firm yang bedomisili di Jl. Musyawarah I Nomor 10, 

Kebon Jeruk – Jakarta Barat. 

 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara [Pasal 102 dan 103] 

Amar Putusan : Dalam Provisi : Menolak provisi para Pemohon 
Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II 
Dalam Pokok Permohonan : Menolak permohonan para Pemohon untuk 
seluruhnya 
 

Tanggal Putusan : Rabu, 3 Desember 2014 

 
Substansi Masalah 

Bahwa objek permohonan  pengujian ini adalah materi muatan dalam UU Minerba Pasal 102 dan 

Pasal 103 terhadap UUD 1945. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 102 dan 103 

UU No.4 Tahun 2009 sama sekali tidak mengandung ketentuan tentang larangan ekspor bijih 

nikel (raw material atau ore).  Pasal 103 menurut Pemohon hanyalah berisi kewajiban untuk 

melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pasal 102 yang 

dikaitkan dengan Pasal 103, menurut Pemohon, hanyalah berisi kewajiban untuk meningkatkan 

nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara. 

Bahwa pemerintah tidak memiliki mandat untuk menerapkan larangan ekspor bijih sehingga 

akan bertentangan dengan prinsip negara hukum bila hal tersebut dilakukan sebagaimana diatur 
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dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 

Bahwa larangan ekspor bijih dari pemerintah berubah-ubah sehingga menyebabkan 

ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-

Undang Dasar NRI 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

Bahwa Pasal 102 dan 103 bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) 

UUD NRI 1945 bila dimaknai adanya larangan ekspor bijih. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pengendalian ekspor, bukan larangan 

ekspor. 

Bahwa sebelum mengajukan putusan akhir, terlebih dahulu Pemohon memohon kepada Majelis 

Hakim untuk menjatuhkan putusan sela agar semua pihak menghentikan terlebih dahulu 

pelaksanaan Pasal 102 dan Pasal 103 UU No.4 Tahun 2009, terutama terkait dengan interpretasi 

soal adanya larangan ekspor bijih hingga dijatuhkannya putusan akhir dalam perkara ini 

mengingat pemaknaan tentang adanya larangan ekspor ini telah merugikan para pemohon. 

 

Alasan Permohonan 

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 102 dan Pasal 

103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sepanjang dimaknai pelarangan terhadap ekspor bijih 

(raw material atau ore) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 

28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Pasal Yang Diuji 

Adapun Pasal yang diuji terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara yakni pada Pasal 102 dan Pasal 103. 

 

Pertimbangan Hukum Hakim 

Dalam Provisi 

i. dalam pengujian Undang-Undang, putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, 

tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan terlebih dahulu pelaksanaan Pasal 

102 dan 103 UU No.4/2009 

ii. putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta 

Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan MK No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perkara Pengujian Undang-Undang 
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iii. putusan Mahkamah tentang norma dalam undang-undang bersifat erga omnes 

Dalam Eksepsi 

Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon karena permohonan para 

Pemohon adalah menguji penerapan atau implementasi Undang-Undang. 

Dalam Pokok Permohonan 

Menurut Mahkamah pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. 

 

Dasar Konstitusional yang Digunakan 

KETENTUAN UUD 1945 MATERI 

Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum 

Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-
undang diatur dengan undang-undang 

Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan 

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum 

Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat 

 

Isi/ Amar Putusan 

Dalam Provisi : Menolak provisi para Pemohon 

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II 

Dalam Pokok Permohonan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 


